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ABSTRAK 
 
The research on the “Cooperative Capital Schemes Change with the Enactment of Law Number 17 Year 
2012 on Cooperatives” is aimed to examine the change of capital schemes impact, the problems arising from 
its application, and preparedness cooperative in Yogyakarta to addressing the capital schemes by enactment of 
Law Number 17 Year 2012 thus the method used to conduct the research is combination between 
documentary study and field study. The result of the research leads to the fact that the change of capital 
schemes not implemented yet. Beside, the change of cooperation capital schemes accuse of eliminating an 
important principle such as kinship. Through the research, the efforts to settle this problems are by overhauling 
the capital schemes to match the cooperative spirit.  
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PENDAHULUAN 
 
Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat berlomba-lomba membuat suatu usaha 
untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini sebenarnya telah tampak geja-
lanya pada masa Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada tahun 1750-1850. Pada masa 
itu berbagai penemuan dan inovasi dari para ilmuwan telah melenakan rakyat Inggris masa itu 
dengan keuntungan yang besar dari sektor industri.  
 Dewasa ini saat dunia industri Indonesia sedang tumbuh dengan pesat, pemerataan 
kesejahteraan merupakan suatu keniscayaan. Dalam teori tersebut, kesejahteraan seharusnya 
tidak hanya dimiliki oleh kaum kaya dan konglomerat saja tetapi juga para masyarakat 
menengah-bawah yang sejatinya berjasa besar “mensejahterakan” masyarakat kelas atas. 
Hanya saja dalam perkembangannya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan bukan hal 
mudah. Tolak ukur yang berlaku saat ini masih menempatkan taraf ekonomi dan tingkat 
pendidikan seseorang sebagai patokan kesejahteraan seseorang. Makin tinggi taraf ekonomi 
masyarakat maka dapat langsung disimpulkan kesejahteraan masyarakat meningkat pula.  
 Pemerataan kesejahteraan menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting dan wajib 
diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam mengusahakan 
pemerataan kesejahteraan pemerintah membuat banyak program di antaranya program 
pengentasan kemiskinan, program wajib belajar sembilan tahun dan menggiatkan pemben-
tukan dan pengembangan koperasi di daerah-daerah. Program-program tersebut dilakukan 
demi pemerataan kesejahteraan dan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan.  
Hariyanto : Perubahan Skema Permodalan Koperasi .... 
202 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VII, No. 2, Juni 2013 
 
 Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi Pancasila sebenarnya telah dirintis 
sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno. Ketika itu Presiden Soekarno mencanangkan 
program Berdikari atau Berdiri di atas kaki sendiri. Respon masyarakat ketika program itu 
dicanangkan cukup baik walaupun belum mampu mengangkat ekonomi kerakyatan ke titik 
ekuilibrium. Usaha Soekarno tersebut kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo di era Pra-Demokrasi Terpimpin. 
  Ali Sastroamidjojo ketika itu meluncurkan program ekonomi kerakyatan yang dipa-
dukan dengan bantuan asing atau pemerintah bernama Ali-Baba. Dalam program ekonomi 
tersebut dikesankan bahwa Ali adalah seorang pengusaha lokal yang kesulitan dana dan 
ditolong oleh Baba seorang investor asing. Program stimulus tersebut cukup berhasil menarik 
minat masyarakat. Namun demikian banyaknya kredit macet yang dilakukan pengusaha lokal 
membuat perekonomian negara nyaris kolaps dan program ini terpaksa berhenti karena 
kondisi politik yang tidak stabil ditambah munculnya inflasi tinggi menjelang Dekrit Presiden 
5 Juli 1959.  
Pemerataan kesejahteraan melalui koperasi telah lama dirintis oleh Moh. Hatta. Hatta 
berpendapat bahwa suatu kesejahteraan masyarakat hanya dapat terjadi bila diantara 
masyarakat telah terjalin suatu hubungan kekeluargaan yang dengan hubungan itu maka dapat 
menimbulkan rasa senasib seperjuangan sehingga mereka dapat bahu-membahu mengubah 
garis hidup demi kesejahteraan bersama. Koperasi berfungsi sebagai wadah para anggotanya 
untuk menjalankan usaha demi kesejahteraan bersama. Wujud kesejahteraan bersama berupa 
pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari laba bersih koperasi selama tahun buku.  
 Dalam perkembangannya keberadaan koperasi di Indonesia seakan mati suri. Dikata-
kan mati suri karena wujud dan bentuk koperasi dapat ditemui dengan mudah di seluruh 
Indonesia, namun kurang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Padahal koperasi 
dipandang tepat bagi masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat ikatan kekerabatannya. 
Masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, memiliki 
rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi, sehingga memudahkan proses pemerataan 
kesejahteraan melalui koperasi.  
Koperasi di Indonesia kurang mendapatkan porsi perhatian dari pemerintah. Tercatat 
hanya ada 2 (dua) undang-undang mengenai koperasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang 17 
Tahun 2012 tentang Koperasi yang baru saja disahkan sebagai pengganti Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  
 Dalam undang-undang koperasi yang baru, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan 
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan 
pemisahan harta kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang 
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai 
dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam definisi tersebut jelas terlihat bahwa koperasi telah 
memasuki fase koperasi liberal yang tidak lagi berlandaskan atas asas kekeluargaan. Definisi 
koperasi tersebut seakan menjadikan koperasi hanya sebagai badan usaha yang mengejar laba 
sehingga dikhawatirkan semakin menjauh dari semangat awal pendirian koperasi sebagai 
wadah mewujudkan kesejahteraan anggotanya.  
 Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 seketika membuat bingung dan 
terkejut beberapa ahli ekonomi Indonesia. Satu dan lain hal karena undang-undang yang baru 
tersebut seakan mengakomodasi transformasi koperasi menjadi Perusahaan Terbatas. Selain 
itu undang-undang tersebut hanya mengakomodasi 2 (dua) jenis koperasi yaitu koperasi jasa 
dan koperasi simpan pinjam. Pada intinya undang-undang koperasi yang baru oleh sebagian 
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kalangan dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong koperasi ke arah kapitalisasi 
koperasi.  
Satu hal yang menjadi perdebatan hangat adalah tentang permodalan koperasi. Bila 
dulu sebelum UU Koperasi yang baru terbentuk, permodalan koperasi didapat dari simpanan 
wajib dan simpanan sukarela, hal mana akan menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) 
yang diterima anggota. Namun dengan UU Koperasi yang baru sebutan simpanan wajib dan 
sukarela diganti menjadi kata “setoran” dan anggota yang menyetorkan dana tersebut akan 
menerima sertifikat setoran yang apabila diperbandingkan dengan konsep hukum perseroan 
dapat dipersamakan dengan saham. Hal inilah yang memunculkan anggapan bahwa koperasi 
Indonesia telah kehilangan roh kekeluargaannya dan berganti menjadi roh kapitalis.  
 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 
perkoperasian yang akan mengangkat permasalahan seputar penerapan undang-undang 
koperasi dan dampak terbitnya undang-undang koperasi yang baru terhadap usaha koperasi 
masa kini.  
 
RUMUSAN MASALAH  
Dari uraian latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik beberapa hal sebagai 
rumusan masalah yaitu:  
1. Bagaimana prospek perkoperasian ke depan pasca diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ? 
2. Bagaimana langkah yang ditempuh koperasi dalam menyikapi perubahan skema permo-
dalan koperasi pasca lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ?  
3. Apa dasar pemikiran terjadinya perubahan asas-asas dalam Undang-Undang Perkope-
rasian yang baru ? 
 
TUJUAN PENELITIAN 
1. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai koperasi sehubungan dengan 
terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.  
b. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk menjawab 
permasalahan yang ada, dalam rangka memudahkan penyusunan laporan penelitian 
untuk menambah nilai akreditasi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada.  
2. Tujuan Obyektif 
1. Untuk mengetahui dampak terbitnya UU Koperasi yang baru terhadap operasionali-
sasi koperasi di daerah.  
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus koperasi di daerah 
sehubungan perubahan skema permodalan dalam UU Koperasi yang baru.  
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan UU Koperasi yang baru.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Koperasi Pada Umumnya 
 Koperasi sebagai wadah usaha bersama para anggotanya untuk mencapai kesejah-
teraan memiliki banyak definisi berbeda namun pada intinya tetap memiliki ciri khas yang 
melekat pada koperasi itu sendiri. Secara etimologis, kata “koperasi” berasal dari kata dalam 
bahasa Latin yaitu Cum yang artinya “dengan”, dan Aperari yang artinya “bekerja”(Sutantya 
Rahardja Hadhikusuma, 2000). Masyarakat Belanda menyebut “koperasi” dengan sebutan 
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Cooperative Vereneging yang artinya bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu (Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000). 
Menurut Arifinal Chaniago (Arifinal Chaniago, 1984), koperasi adalah, “suatu 
perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebe-
basan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menja-
lankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”. 
Sedangkan menurut Nindyo Pramono (Nindyo Pramono, 1986) koperasi adalah 
“suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan 
kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan 
menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”. 
Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mem-
berikan definisi koperasi sebagai badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan 
hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal, untuk 
menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 
sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.  
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri utama sebuah 
koperasi adalah asas kekeluargaan, walaupun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian tidak memuat atau menyebutkan asas kekeluargaan tersebut dalam ketentuan 
umumnya.  
 
2. Sejarah Koperasi Modern (Susilo Eko Prayitno, 2010) 
Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di 
Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme 
sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha 
penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan 
terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri 
barang yang akan dijual. 
Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan 
menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut 
akhirnya dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-
anggotanya yang belum mempunyai rumah. Perkembangan koperasi di Rochdale sangat 
memengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 
1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah 
Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada 
tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. 
Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor 
perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri 
seperti New York.  
Pada tahun 1876 koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, 
perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang 
penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News. The Women’s 
Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkem-
bangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu 
rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen.  
Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan 
menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan. Perpustakaan koperasi meru-
pakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, sekaligus digunakan untuk tempat berbagai 
kursus dan pemberantasan buta huruf. Kemudian Women Skill Guild Youth Organization 
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membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative 
Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama. Revolusi 
industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. 
 Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup 
masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga 
yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan 
digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih 
kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengurus perkampungan ini dipilih dari para anggotanya. 
Cita-cita Fourier tidak berhasil dilaksanakan karena pengeruh liberalism yang sangat besar 
pada waktu itu. 
Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya 
lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan 
ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan 
nasional. Untuk mengatasinya, perlu didirikan social work-shop (etelier socialux). Dalam 
perkumpulan ini, para produsen perorangan yang mempunyai usaha yang sama disatukan. 
Dengan demikian, perkumpulan ini mirip dengan koperasi produsen. 
 Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melak-
sanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bang-
krut. Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelo-
pori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888). 
Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di 
samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring 
dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk 
membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam 
Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terben-
tuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. 
 
3. Sejarah Koperasi Indonesia  
Pada tahun 1896, seorang Patih Purwokerto bernama Raden Aria Wiriaatmadja men-
dirikan bank untuk golongan priyayi (Dahlan Djaz, 1980). Usaha tersebut dilatarbelakangi 
oleh keinginannya untuk menolong para priyayi yang terjebak para lintah darat. Cita-cita 
Patih tersebut diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten Residen Belanda di 
Purwokerto, yang pada waktu cuti pernah mengunjungi Jerman dan akhirnya mendapat ide 
untuk mendirikan Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian sebagai perubahan dari Bank 
Pertolongan Tabungan yang sudah ada (Kemenkop UKM RI, 2011). Sasarannya adalah para 
petani dan pegawai negeri agar tidak terjebak bujuk rayu lintah darat. Westerrode juga 
menganjurkan agar dibangun lumbung-lumbung padi dan mengusahakannya menjadi 
koperasi lumbung padi. Namun usaha itu ditolak pemerintah colonial Belanda yang kemu-
dian menjadikan lumbung-lumbung padi itu sebagai bank-bank desa serta mendirikan central 
Kas yang di kemudian hari bertransformasi menjadi Bank Rakyat Indonesia (Dahlan Djaz, 
1980). 
Pemerintah Kolonial Belanda kemudian insyaf bahwa semangat berkoperasi tidak 
dapat dibendung lagi. Oleh karena itu, pemerintah Hindia-Belanda kemudian mengeluarkan 
undang-undang di bidang perkoperasian pada tahun 1915 dan 1927 (Koos Arumdanie, 2013). 
Pada tahun 1942, koperasi Indonesia mati suri dan oleh pemerintah Jepang diguna-
kan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Pada tahun 1947, 
diselenggarakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya sekaligus membentuk 
Hariyanto : Perubahan Skema Permodalan Koperasi .... 
206 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. VII, No. 2, Juni 2013 
 
Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (Koos Arumdanie, 2013). Tanggal 12 Juli 
1947, tanggal diadakannya Kongres Koperasi pertama, kemudian dijadikan Hari Koperasi 
Indonesia.  
 
4. Unsur dan Ciri Koperasi 
Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dimiliki koperasi maka koperasi harus 
mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan keluarga. 
Dalam sebuah keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan bersama adalah demi kepentingan 
bersama seluruh keluarga.  
Dari definisi yang telah diuraikan di atas, terdapat unsur-unsur koperasi sebagai berikut:  
a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang-orang 
yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggungjawab; 
b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat 
sukarela, netral terhadap aliran, isme dan agama;  
c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara 
kekeluargaan (Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000). 
 
Suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi harus mempunyai ciri-ciri 
(Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000) sebagai berikut:  
a. Bukan merupakan kumpulan modal. Hal ini berarti bahwa koperasi harus mengabdi 
kepada kemanusiaan;  
b. Merupakan kerja sama;  
c. Tidak boleh ada paksaan kepada anggotanya dan tidak boleh ada intimidasi dari pihak 
luar yang tidak bersangkutpaut dengan koperasi.  
d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan hanya bisa 
dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan anggotanya. 
 
5. Permodalan Koperasi 
 Dalam rangka operasionalisasi koperasi dan untuk menjamin keberlangsungan usaha-
nya, koperasi memerlukan modal yang didapat dari para anggotanya. Namun demikian 
pengaruh modal dan penggunaannya tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna 
koperasi karena koperasi bukanlah kumpulan modal.  
 Adam Smith mendefinisikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat 
mendatangkan penghasilan (Tom Gunadi,1981). Lazimnya modal dalam koperasi diperoleh 
dari 2 (dua) cara yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah 
simpanan yang disetorkan oleh anggota pada saat awal bergabung dengan koperasi, sedang-
kan simpanan sukarela wajib adalah simpanan yang wajib disetorkan secara berkala dalam 
waktu tertentu kepada koperasi.  
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengubah paradigma 
mengenai permodalan koperasi. Pasal 66 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa 
modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Koperasi diper-
bolehkan mencari sumber modal lain seperti ternyata dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu:  
a. Hibah; 
b. Modal penyertaan; 
c. Modal pinjaman; 
d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang-         
undangan.  
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Salah satu perbedaan mencolok yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Perkoperasian adalah adanya aturan mengenai Sertifikat Modal Koperasi yang sedikit 
banyak mirip dengan saham dalam PT.  
 
METODE 
 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang 
bersifat empiris yuridis, yaitu dengan data penelitian awal adalah data sekunder, untuk kemu-
dian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penulisan 
hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari 
bahan hukum berupa berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, makalah dan 
jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
data sekunder yang dapat menjadi pendukung data primer. Bahan hukum yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
Bahan Hukum  
(1) Bahan Hukum Primer  
Adalah bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang 
diteliti berupa peraturan perundang-undangan yaitu:  
(a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
(b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;  
(2) Bahan Hukum Sekunder  
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap hal-hal yang 
dikaji dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:  
(a) Buku-buku tentang perkoperasian;  
(b) Jurnal;  
(c) Artikel;  
(d) Media online; 
 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi 
penelitian untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data untuk mendukung penulisan 
hukum ini.  
a. Lokasi Penelitian  
Penelitian dilakukan di D.I.Yogyakarta khususnya di Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi Propinsi DIY, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha di wilayah 
Kota Yogyakarta serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di DKI 
Jakarta. 
b. Subjek Penelitian 
(1) Responden  
Responden adalah orang yang memberikan respon karena mengalami sendiri hal yang 
diteliti dalam pada penelitian ini. 
Responden dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi di Kota Yogyakarta, Kepala 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY atau pejabat lain yang 
ditunjuk, Menteri Koperasi dan UKM RI atau pejabat lain yang ditunjuk. 
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(2) Narasumber 
Narasumber adalah orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan mengenai hal 
yang akan diteliti oleh penulis. Diharapkan informasi yang diberikan narasumber 
dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan. Narasumber dalam penelitian ini 
adalah Pakar/ Pengamat di bidang perkoperasian.   
c. Teknik Penentuan Sampel 
Dalam penelitian ini menggunakan metode Non-Probability Sampling atau Non-Random 
Sampling, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk dipilih 
sebagai subjek penelitian atau sampel (Soerjono Soekanto, 2007). Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu menentukan sampel yang diteliti berdasarkan 
kriteria yang dikehendaki. 
d. Cara Pengumpulan Data 
Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 
responden dan narasumber.  
e. Alat Pengumpul Data 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dalam pelak-
sanaan wawancara sebelumnya dibuat pedoman wawancara terlebih dahulu, sehingga 
hasil wawancara relevan dengan masalah yang diteliti.  
Wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai narasumber dan responden dengan 
menggunakan pedoman wawancara kemudian dikembangkan dengan pertanyaan-
pertanyaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.  
f. Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Data 
yang dipilih berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, dihubungkan dan dianalisis 
dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam penelitian sehingga diperoleh gambaran 
mengenai kenyataan yang terjadi. Kenyataan tersebut diuraikan secara deskriptif.  
 
GAMBARAN UMUM KOPERASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Koperasi adalah suatu wujud ekonomi kerakyatan Indonesia (Sritua Arief, 2002). 
Koperasi muncul sebagai kekuatan ekonomi rakyat baru di tengah gencarnya serbuan modal 
asing dengan perusahaan multinasionalnya. Dalam sejarahnya koperasi muncul sebagai 
pelepas dahaga bangsa Indonesia yang lama menderita akibat penjajahan bangsa asing dan 
oleh kerena itu mendambakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 (Sagimun, 1983).  
Pada awal perkembangannya koperasi hadir dengan asas kekeluargaannya 
menyelamatkan rakyat Indonesia yang kondisi ekonominya buruk pasca perang. Koperasi 
menganggap seluruh anggotanya adalah keluarga dan seluruh keluarganya harus sejahtera. 
Untuk mencapai kesejahteraan bersama itulah koperasi kemudian menjalankan berbagai 
usaha demi mewujudkan kesejahteraan bersama (Nindyo Pramono, 1986).  
Dalam perkembangannya koperasi bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat 
yang dapat diandalkan setidaknya pada medio 1998 ketika krisis moneter terjadi di Indonesia. 
Prinsip gotong-royong yang dimiliki koperasi membantu koperasi untuk bekerja bahu-
membahu demi kesejahteraan bersama. Asas gotong royong dalam koperasi harus diartikan 
sebagai aspek pengokoh dan penguat bahwa para anggota harus mau bekerja dalam satu 
kesatuan tanpa pamrih dan tidak mementingkan kepentingan pribadi (Nindyo Pramono, 
1986).  
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Pada awal era reformasi koperasi seakan kehilangan ruh dan segala daya upaya untuk 
bertahan dari berbagai tantangan yang mendera bangsa ini. Masuknya modal asing yang tak 
terkontrol, inflasi tinggi dan buruknya perhatian pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan 
lama-kelamaan membuat beberapa koperasi gulung tikar tidak terkecuali di Yogyakarta.  
Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia, jumlah koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta per 
Desember 2012 berjumlah 2506 koperasi. Dari jumlah tersebut 445 koperasi di antaranya 
merupakan koperasi yang sudah tidak aktif. Dari data tersebut juga didapat fakta bahwa 
anggota koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 707.811 orang.  
Berdasarkan fakta tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa koperasi-koperasi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta masih eksis hingga kini dan memiliki prospek untuk 
berkembang. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut apakah prospek tersebut berpotensi 
dihambat oleh perubahan skema permodalan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.  
 
PROSPEK KOPERASI PASCA PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN  
Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (yang 
selanjutnya disebut UU Koperasi), sedikit banyak mengubah pengelolaan koperasi. Menurut 
Awan Santosa, peneliti Pusat Ekonomi Kerakyatan, koperasi dibangun bertujuan untuk 
kemajuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kekeluargaan akan melahirkan persauda-
raan dan persamaan. Dengan modal tersebut ekonomi rakyat dapat keluar dari segala 
kesulitan. Dengan pondasi tersebut pula maka lahir koperasi sebagai organisasi tolong-
menolong swadaya (self-help) yang berusaha meneguhkan kemandirian dan rasa percaya diri 
anggotanya (data primer).1  
Koperasi tidak mengenal majikan dan buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama 
untuk menyelenggarakan kebutuhan bersama. Koperasi merupakan wadah bagi anggotanya 
untuk berbagi ilmu dan pengalaman, berbagi ide kreatif dan maju bersama-sama meraih 
kesejahteraan.  
Lahirnya UU Koperasi menurut Awan Santosa (data primer)2, sedikit banyak 
mereduksi prinsip-prinsip umum koperasi. Koperasi diproyeksikan menjadi sarang kapitalis 
baru dan berpotensi terpecah belah dan tidak memiliki prospek cerah di masa depan. Tidak 
adanya prospek cerah koperasi di masa depan disebabkan hilangnya prinsip-prinsip dasar 
koperasi seperti kekeluargaan dan kerjasama. Adanya ketentuan mengenai Sertifikat Modal 
Koperasi (SMK) menjadi faktor utama buruknya prospek koperasi di masa depan.  
Menurut Kuswartono (data primer)3, Kepala Seksi Koperasi dan UKM Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, prospek koperasi di 
masa depan masih ada. Lahirnya UU Koperasi hanya bertujuan untuk mengatur manajemen 
koperasi agar koperasi lebih berdaya guna dan profesional. Sedangkan kekhawatiran bahwa 
SMK akan menjadi penghambat perkembangan koperasi dipastikan salah karena SMK hanya 
semacam “bukti” iuran wajib dan sukarela anggota koperasi. 
Menurut Awan Santosa, lahirnya UU Koperasi bukan bertujuan untuk menata 
manajemen koperasi tetapi lebih dari itu yaitu untuk menjadikan koperasi basis kapitalisme 
baru (data primer)4. Hal ini ditandai dengan hilangnya pengaturan mengenai jenis koperasi 
serba usaha, misalnya. Padahal koperasi serba usaha adalah bentuk koperasi yang sangat 
umum di Indonesia. Melalui koperasi serba usaha koperasi dapat dengan cepat meraih laba 
sehingga cepat pula dibagikan ke anggotanya.  
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Menurut penulis, sejatinya koperasi juga merupakan “kapitalis” karena terdiri dari 
sekumpulan orang yang menyerahkan modalnya kepada koperasi dalam wujud simpanan 
pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Tidaklah tepat menuduh koperasi sebagai 
kapitalis karena nyatanya memang koperasi adalah sekumpulan modal. Penulis secara prinsip 
menilai bahwa prospek koperasi ke depannya masih cerah mengingat UU Koperasi belum 
diberlakukan secara penuh dan masih dalam tahap sosialisasi. Kekhawatiran pelaku koperasi 
disebabkan belum optimalnya sosialisasi UU Koperasi kepada para pelaku koperasi di 
lapangan.  
 
LANGKAH YANG DITEMPUH KOPERASI MENYIKAPI PERUBAHAN SKEMA 
PERMODALAN DALAM UU KOPERASI  
Lahirnya UU Koperasi sedikit banyak menimbulkan keterkejutan di kalangan pelaku 
koperasi. Selain karena materi muatan yang terkandung dalam UU Koperasi yang dinilai tidak 
sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, lahirnya UU Koperasi dinilai tidak memberikan arah 
yang jelas perihal perkembangan koperasi ke depannya atau dengan kata lain koperasi 
kehilangan arah untuk berkembang.  
Menurut Kuswartono, UU Koperasi bertujuan untuk menguatkan koperasi. Langkah 
penguatan itu di antaranya penguatan peran pengawas koperasi. Bila dulu pengawas koperasi 
hanya sebagai pajangan semata, kini pengawas koperasi memiliki kewenangan dan tugas yang 
mengikat sebagai pengontrol kegiatan koperasi (data primer).5  
Terlepas dari pro-kontra lahirnya UU Koperasi, menurut Bambang Rusdiarso, Ketua 
Pengurus Koperasi Serba Usaha Dosen Universitas Gadjah Mada (Kosudgama), hambatan 
terbesar perkembangan koperasi di Yogyakarta adalah regulasi dan kurangnya sosialisasi dan 
pembinaan dari dinas terkait (data primer).6 Faktor regulasi dirasakan sebagai hambatan 
terbesar karena hidup-matinya koperasi mengikuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam UU Koperasi tidak 
diatur mengenai jenis koperasi serba usaha maka dengan demikian kelangsungan hidup 
koperasi serba usaha akan tidak jelas dan pada akhirnya berpotensi untuk dibubarkan. Hal ini 
yang dimaksudkan bahwa regulasi adalah hambatan terbesar. Sedangkan kurangnya 
pembinaan dan sosialisasi dari dinas terkait tidak dirasakan sebagai hambatan terbesar karena 
tanpa adanya pembinaan berkala pun koperasi masih bisa menjalankan aktifitasnya. Bila ada 
suatu permasalahan dalam aktifitas koperasi, pengurus dan anggota koperasi akan duduk 
bersama memecahkan masalah tersebut. Bila kemudian memerlukan saran atau masukan 
terkait masalah tersebut, maka pengurus koperasi akan membawa masalah tersebut ke 
pertemuan Dewan Koperasi Wilayah yang diharapkan mampu memberi jawaban atas 
permasalahan tersebut.  
Menurut Kuswartono, hambatan koperasi secara garis besar dibagi dalam 7 (tujuh) 
faktor yaitu (data primer)7:  
a. Lemahnya kualitas SDM pengurus/ pengawas koperasi;  
b. Tingkat pertisipasi anggota rendah;  
c. Pengelolaan koperasi belum profesional;  
d. Belum mampu mencari terobosan usaha baru dan memanfaatkan peluang usaha 
yang ada;  
e. Penguasaan teknologi terbatas;  
f. Pemasaran hasil produksi terbatas;  
g. Struktur modal terbatas.   
Terkait dengan masalah regulasi dalam UU Koperasi, menurut Kuswartono, belum 
dapat dikatakan sebagai masalah karena secara praktik UU Koperasi belum sepenuhnya 
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berlaku dan sedang dalam tahap sosialisasi. Disperindagkop sendiri hingga kini masih terus 
melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan UU Koperasi tersebut. Tercatat 150 koperasi 
telah mendapatkan sosialisasi perihal UU Koperasi tersebut. Untuk penyikapan atau 
pemberlakuan ketentuan-ketentuan UU Koperasi diserahkan kepada koperasi bersangkutan, 
Disperindagkop hanya bertugas sebagai pengarah.  
Menurut Bambang Rusdiarso, KOSUDGAMA dan koperasi-koperasi lain di 
Yogyakarta memilih untuk mengambil sikap wait and see. Hal ini dilakukan karena UU 
Koperasi hingga kini masih dalam tahap sosialisasi. Langkah nyata yang dapat dilakukan 
hanya mempelajari UU Koperasi dan mengikuti sosialisasi-sosialisasi dari dinas terkait atau 
Dewan Koperasi Wilayah. Sedangkan untuk perubahan AD/ART dan sebagainya menunggu 
arahan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait (data primer).8  
 
DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN ASAS-ASAS DALAM UU KOPERASI 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah undang-
undang keempat yang dikeluarkan pemerintah. Berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan 
undang-undang koperasi pada tahun 1965, 1967 dan 1992. Dalam undang-undang terdahulu 
dan UU Koperasi terbaru asas dan prinsip koperasi selalu sama yaitu berasaskan kekeluargaan 
dan memiliki prinsip salah satunya keanggotaan bersifat sukarela.  
UU Koperasi mengusung prinsip dan asas yang sama namun dengan muatan 
berbeda. Bila dalam undang-undang koperasi terdahulu modal koperasi diperoleh dari 
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, maka menurut UU Koperasi modal 
koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (SMK). Dalam ketentuan 
Pasal 68 UU Koperasi disebutkan bahwa setiap anggota koperasi wajib membeli SMK yang 
jumlah minimumnya ditetapkan dengan Anggaran Dasar.  
Ketentuan mengenai SMK dan Setoran Pokok ini sedikit banyak mengikis asas 
kekeluargaan koperasi. Awan Santosa mengkhawatirkan tergerusnya nilai-nilai luhur koperasi 
dan asas kekeluargaannya terkait adanya ketentuan tersebut. Koperasi berpotensi kehilangan 
arah dan hanya akan menjadi kancah persaingan antar anggotanya (data primer).9  
Menurut Kuswartono, bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan dalam koperasi, 
sejatinya SMK tidaklah berarti apa-apa karena sebanyak apapun seorang anggota memiliki 
SMK, ia hanya memiliki satu suara (data primer).10 Persoalan SMK juga dikhawatirkan oleh 
Bambang Rusdiarso. Meskipun SMK tidak disamakan dengan hak suara pada badan usaha 
berbentuk PT dan dapat dipindahtangankan ke anggota lain setelah 1 (satu) tahun hal ini 
dapat membuat asas kekeluargaan dalam koperasi dilupakan. Dapat terjadi dalam praktik di 
lapangan anggota yang secara ekonomi mampu akan menjadi pemodal terbesar dalam 
koperasi yang menjadikan permodalan koperasi disokong oleh hanya segelintir anggota dan 
bukan oleh seluruh anggota. Tidak menutup kemungkinan pula bila anggota “pemodal besar” 
tersebut memiliki kepentingan tertentu kepemilikan SMK akan dituntut sama dengan hak 
suara. 
Dasar pemikiran perubahan asas koperasi dalam UU Koperasi adalah sudah tidak 
sesuainya asas atau skema tersebut dengan perkembangan zaman (data primer).11 Di zaman 
modern dan global seperti saat ini diperlukan suatu inovasi ekonomi agar dapat bersaing 
dalam dunia internasional. Namun demikian asas adalah hal yang utama, dijadikan pedoman 
dan tidak dapat diubah dengan alasan apapun (data primer).12 Asas itu hendaknya terus 
dipertahankan apapun yang terjadi.  
Perubahan asas koperasi sejatinya berhubungan langsung dan sistematis dengan 
lahirnya UU Koperasi (data primer).13 Dengan lahirnya UU Koperasi, asas kekeluargaan 
secara “tidak sengaja” bertransformasi secara sistemik menjadi asas yang lain.  
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SIMPULAN 
 
1. Bahwa pasca diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, 
koperasi masih memiiki prospek cerah untuk berkembang. Khusus untuk wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta, koperasi masih memiliki peluang untuk berkembang 
mengingat peluang bisnis masih terbuka lebar.  
2. Secara umum koperasi-koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengambil sikap 
apapun terkait perubahan skema permodalan koperasi pasca pengundangan UU Nomor 
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini karena UU Koperasi ini belum 
diberlakukan dan sedang dalam tahap sosialisasi sehingga yang dapat dilakukan koperasi 
hanya mengkaji undang-undang tersebut dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan 
instansi terkait.  
3. Bahwa dasar pemikiran perubahan asas koperasi sejatinya berkorelasi dengan lahirnya 
UU Koperasi. Didorong oleh keinginan untuk memenangkan persaingan global, 
pemerintah mengeluarkan UU Koperasi yang secara “tidak sengaja” mentransfor-
masikan asas kekeluargaan ke asas lain.  
 
SARAN 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyumbangkan beberapa saran yaitu:  
1. Agar pemerintah mengkaji ulang dampak yang ditimbulkan oleh pemberlakuan UU 
Koperasi khususnya mengenai skema permodalan dan  pengorganisasian;  
2. Melakukan sosialisasi kepada para pelaku koperasi;  
3. Agar pemerintah mengembalikan pengaturan koperasi dan pengembangan koperasi 
berdasarkan ruh-nya semula.  
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